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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”
(QS. Al-Imron: 130)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan
nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya,
atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan
judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan
ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi
yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No.
159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman
Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow
1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang
berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun
penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

I = Tidak dilambangkan o= = dl
< =B L = th
a =T L = dh
& = Ta ¢ = ‘(mengahadap ke atas)




c =1 ¢ = oh
¢ = H = = f
¢ = Kh & =9
> =D d =K
> = Dz Jd =1
o =R 2 = m
> =17 O =n
o =S s =W
o = Sy > = h
uoa = Sh s =Y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk
penggantian lambang ¢.

Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jé  menjadi gala
i = kasrah 7 J# menjadi gila
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u = dlommah a s menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = Js8 menjadi gawlun
ay = ¢ o menjadi khayrun

Ta’marbiithah (3)

Ta’ marblthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, akan tetapi ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 2 4. )l menjadi al-
risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya 4!
des ) A menjadi fi rahmatillah.

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') dalam lafadh jaldlah yag berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masya’Allah kanda wa mdlam yasya lam yakun
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4. Billah ‘azza wa jalla
Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: s - syai’un @yl - umirtu

osdl - an-nau’un o5l - ta’khudziina

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : ) 1 »a seddll )5 - wa innallaha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk
menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh: Jsw) ¥ 2aales = wamad Muhammadun illa Rastl
oMl wa s cw Jsl o) = inna Awwala baitin wu dli’a liddarsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan
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kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf
capital tidak dipergunakan.
Contoh : <y @ x5l (4o pai = nasrun minallahi wa fathun garib
Laas ¥V U = |illahi al-amru jami’an
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

M. Haidar Fazurrahman, 15220105, 2019. Jual beli Uang Dengan Nomor Seri
Cantik (Tinjauan Figh Muamalah dan KUH Perdata). Skripsi, Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Rupiah Nomor Seri Cantik, KUH Perdata.

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sudah dilakukan oleh manusia
bahkan sebelum mengenal mata uang, yakni dengan cara barter. Semakin
berkembangnya zaman, macam-macam dari kegiatan jual beli sangat beragam
yang salah satunya yaitu jual beli uang dengan nomor seri cantik.. Adapun tujuan
bagi pembeli uang dengan nomor seri cantik yang kebanyakan kolektor adalah
sebagai barang koleksi karena dianggap unik dan langka, sedangkan bagi penjual
uang dengan nomor seri cantik merupakan peluang yang sangat besar untuk
mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Bila dilihat secara kasat mata hal
tersebut dapat dikatakan sebagai riba Fadhl karena jual beli harus dilakukan
dengan nilai yang sama dan dilakukan dengan uang tunai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli uang dengan
nomor seri cantik tinjauan Figh Muamalah dan untuk mengetahui bagaimana jual
beli dengan nomor seri cantik tinjauan KUH Perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau
penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni KUH Perdata dan peraturan
yang ada dalam hukum Islam khususnya tentang jual beli menurut Figh
Muamalah. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan teks-teks yang
membicarakan permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli uang dengan nomor seri cantik
menurut hukum Islam merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena tidak
memenuhi salah satu syarat sah jual beli sharf yaitu adanya kesamaan ukuran jika
kedua barang sejenis, yakni uang dengan uang. Penjual dalam jual beli uang
tersebut mematok harga yang berkali lipat sehingga hal tersebut termasuk riba
fadhl. Adapun menurut KUH Perdata, jual beli uang dengan nomor seri cantik
diperbolehkan karena dalam prosesnya para pihak telah sepakat untuk melakukan
transaksi dan yang melakukan transaksi dilakukan oleh orang-orang yang sudah
dewasa yang rata-rata sebagai kolektor barang langka. Mengenai suatu hal tertentu
adalah uang khusus yang memiliki nomor seri cantik (angka-angka serinya
berurutan atau menyerupai nama orang) termasuk barang yang halal apabila
diperjual-belikan. Oleh karena itu jual beli uang dengan nomor seri cantik
termasuk kategori jual beli yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Pasal
1320 tentang syarat sahnya perjanjian.
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ABSTRACT

M. Haidar Fazlurrahman, 15220105, 2019, Sell money with a beautiful serial
number (review of Figh Muamalah and the Code of Law Civil). Thesis,
Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic
University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Buy and Sell, Money Rupiah Beautiful Serial Number, the Code
of Law Civil

Buy and sell transactions are transactions that have been done by humans
even before knowing the currency, namely by means of barter. The growing era,
the kinds of buying and selling activities are very diverse, one of which is buying
and selling money with a beautiful serial number. As for the purpose of money
buyers with beautiful serial numbers that most collectors are as collectible items
because it is considered unique and rare, while for sellers of money with a
beautiful serial number is an enormous opportunity to get A multiple fold profit.
When viewed with the naked eye it can be said as Riba Fadhl because buying and
selling should be done with the same value and done with cash.

This research aims to know how to buy and sell money with a beautiful
serial number review Figh Muamalah and to know how to buy and sell with the
serial number pretty reviews the Code of Law Civil.

The research methods used are normative legal research or literature
research and use a conceptual approach. The legal material used is the primary
legal material, namely the the Code of Law Civil and regulation in Islamic law,
especially about buying and selling according to Figh Muamalah. While
secondary legal materials use texts discussing legal issues such as theses, theses
and legal dissertations.

The result of this research is to buy and sell money with a beautiful serial
number according to Islamic law is not allowed to buy, because it does not meet
any of the legitimate conditions of buying and selling sharf, namely the similarity
of size if both items of similar, ie money with money. Sellers in the sale and
purchase of money are pegged prices so that it includes Riba Fadhl. According to
the the Code of Law Civil, buy and sell money with a beautiful serial number is
allowed because in the process the parties have agreed to make transactions and
who conduct transactions made by the average adult people as Collectors of rare
goods. Regarding a particular thing is a special money that has a beautiful serial
number (the serial numbers in order or resemble the name of the person) including
goods that are halal when sold. Therefore, buying and selling money with a pretty
serial number includes a sale and purchase category which is allowed because it
complies with article 1320 of the terms of the agreement.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat membutuhkan orang
lain, maka tidak heran jika timbul interaksi dan transaksi. Interaksi yang
sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Transaksi jual beli merupakan
transaksi yang sudah dilakukan oeh manusia bahkan sebelum mengenal mata
uang, yakni dengan cara barter. Sedangkan transaksi merupakan suatu
aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan. Maka
dari itu dalam proses transaksi, uang merupakan hal yang penting sebagai alat
untuk bertransaksi tersebut. !

Semakin berkembangnya zaman, model traksaksi semakin beragam
yang terkadang ada pihak-pihak yang belum mengetahui hukum transaksi
tersebut. Salah satunya adalah jual beli uang dengan nomor seri cantik. Jual
beli uang dengan nomor seri cantik merupakan jual beli yang dilakukan oleh
seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan
memanfaatkan nomor seri cantik yang tertera dalam uang tersebut. Adapun
tujuan dari jual beli semacam ini bagi pembeli yang kebanyakan kolektor
adalah sebagai barang koleksi karena dianggap unik dan langka. Sedangkan
bagi penjual uang dengan nomor seri cantik tentu saja hal ini merupakan

peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali

! Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi’l
(Surakarta: Media Zikir, 2014), 256.



lipat. Jual beli model seperti ini juga sering dijumpai di sekitar lingkungkan
kita, bahkan di toko online. Mereka menjual dengan harga jauh di atas dari
nominal uang yang dijual. Namun, kebanyakan para penjual tidak
memperhatikan bagaimana ketentuan hukum dari menjual uang tersebut.
Kegiatan menjual uang model seperti itu bila dilihat secara kasat mata
dapat dikatakan riba. Riba menurut bahasa berarti tambahan (azziyadah).
Makna tambahan dari riba tersebut adalah tambahan yang berasal dari usaha
haram yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.? Terdapat sebuah
hadist yang mengatakan bahwa menjual barang sejenis harus dengan nilai

yang sama dan harus secara tunai, hadist tersebut berbunyi:

Sis bl A5 28 5385 bl 55 5 g aadll Ladly Caly sl

Artinya: “Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan
garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya
berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim
no. 1584)

Melihat teks matan hadist di atas, maka sangatlah jelas bahwa jual beli
uang dengan nomor seri cantik harus dilakukan dengan nilai yang sama dan
dilakukan dengan uang tunai. Bila dilakukan dengan nilai yang lebih, maka
itu merupakan riba fadhl. Riba Fadhl adalah riba yang dilakukan ketika ada
penukaran benda sejenis dan terdapat kelebihan nilai dari salah satu pihak

yang menukarkannya. Larangan melakukan riba juga terdapat dalam beberapa

ayat al-quran, diantaranya surat al-Bagarah ayat 275 yang berbunyi:

2 Abu Sura’i, Bunga Bank dalam Islam (Surabaya: A I-Ikhlas, 1993), 21.
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Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.°

Pengharaman riba tentu saja mempunyai tujuan dan maksud tersendiri
oleh Allah bagi kemaslahatan manusia pada umumnya dan umat Islam pada
khususnya. Bila ditinjau dari segi kemaslahatan yang terkandung dalam ayat
dan hadits pelarangan melakukan riba, maka akan diketahui apa maksud dari
pembuat syariat dalam pelarangan riba tersebut. Untuk menjaga harta benda
umat Islam pada khususnya diberlakukanlah pelarangan riba yang akan
merugikan salah satu pihak saat transaksi. Namun sebagai pembuat syariat,
Allah tidak hanya melarang transaksi riba, melainkan menghalalkan jual beli
secara normal sebagai alternatifnya. Pengharaman riba dikarenakan pada saat
transaksi ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, dan
tidak sesuai dengan maslahat bagi salah satu pihak.

Jual beli uang dengan nomor seri cantik umumnya dilakukan oleh orang
yang mempunyai hobi mengkoleksi barang-barang unik. Penjualan uang
model seperti ini merupakan peluang menambah penghasilan yang sangat
besar karena para kolektor pastinya mau untuk membayar berapapun demi
mendapatkan uang itu. Penjual biasanya akan memasarkan uangnya itu di
jejaring sosial atau melalui toko online karena dengan begitu informasi
tentang uang itu bisa dengan cepat tersebar sampai ke seluruh penjuru daerah.
Mereka menjual uang pecahan 50 ribu dengan harga yang bisa mencapai 6

kali lipat bahkan lebih dari nominal uang yang diperjual belikan.

3 QS. A-Bagoroh (2): 275.



Sebagaimana ayat dan hadits di atas, transaksi model ini secara eksplisit
diharamkan oleh kedua dalil tersebut, karena di dalamnya terdapat unsur
biaya tambahan atas barang sejenis yang ditukarkan. Namun bila kita melihat
aspek sosial masyarakat Indonesia, maka tidak boleh kita mengatakan segala
sesuatu haram tanpa meneliti terlebih dahulu apa yang sebenarnya. Di saat
ayat dan hadits mengatakan sesuatu hal yang berlebih itu haram, maka ada
baiknya kita melihat kondisi sosial yang ada pada konteks Indonesia saat ini.
Bila yang ditukarkan atau lebih yang diterima itu bukanlah biaya penukaran,
akan tetapi yang dibayarkan lebih adalah jasa dari penjual tersebut, maka
konteks penukaran uang disini bukanlah riba fadhl, melainkan pembayaran
jasa atas penjual yang dengan susah payah mencari uang itu atau dengan
keberuntungan mendapatkan uang itu untuk dijual kembali.

Lain halnya bila ditinjau dari sudut pandang lain, yakni menurut pasal
1320 KUH Perdata yang membahas tentang perjanjian. Dalam pasal 1320
disebutkan bahwasaanya syarat-syarat perjanjian yaitu kesepakatan para
pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok permasalahan
tertentu dan suatu sebab yang tidak terhalang. Jual beli uang dengan nomor
seri cantik apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian yang sah perlu ditinjau
kembali untuk mengetahui apakah jual beli uang dengan nomor seri cantik
sah atau tidak dan sudah memenuhi hukum dari suatu perikatan tersebut atau
belum.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan
judul “Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Figh Muamalah

dan KUH Perdata”.



B. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar hasil penelitian dapat memberikan
pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan penelitian
ini tidak meluas serta lebih terarah. Peneliti membatasi penelitian ini pada
jual beli uang dengan nomor seri cantik yang terjadi di lingkungan
masyarakat. Hal ini berdasarkan disamakannya uang khususnya uang kertas
pada emas dan perak karena merupakan penukaran barang sejenis dan sama-

sama alat tukar, ditinjau dari Figh Muamalah dan KUH Perdata.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat rumusan masalah
sebagai berikut.
1. Bagaimana tinjauan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Figh
Muamalah?
2. Bagaimana tinjauan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut KUH

Perdata?

D. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini
dipaparkan tujuan penulisan penelitian.
1. Menjelaskan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Figh
Muamalah.
2. Menjelaskan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut KUH

Perdata.



E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil peneltian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini
juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi bagi semua
pihak yang ingin mengadakan penelitian ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat
khususnya bagi yang profesi sebagai penjual uang dengan nomor seri
cantik dan supaya ada kejelasan hukum dari transaksi yang mereka
lakukan mengingat semakin maraknya transaksi ini disebabkan peluang
dan keuntungan besar yang didapat dan begitu mudahnya untuk

melakukan transaksi model seperti ini.

F. Definisi Operasional
1. Jual beli uang
Jual beli dalam bahasa arab disebut ba’i yang secara bahasa adalah
tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau
peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang
diperbolehkan oleh syara’ atau menukarkan uang dengan uang, dengan

jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas



kerelaan kedua belah pihak.* Dalam Islam jual beli uang disebut dengan
As-Sharf. Menurut Sutan Remmy Sjahdeini dalam bukunya yang
berjudul “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, mendefinisikan sharf sebagai kegiatan
memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis.
Dalam literatur figih klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk
jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan
dirham.?

2. Uang dengan nomor seri cantik
Uang dengan nomor seri cantik adalah uang yang dikeluarkan oleh
pemerintah dengan nomor seri cantik atau berurutan. Uang nomor seri
cantik di uang kertas tidak akan pernah sama atau terulang dan dianggap
membawa keberuntungan menurut budaya China, contohnya uang kertas
yang memiliki seri angka urut 888 atau 999 atau huruf yang menyerupai
nama orang.

3. Figh Muamalah
Figh Muamalah adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan
atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang diatur
dalam agama Islam.

4. KUH Perdata
KUH Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku

setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan

4 Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Figh Madzhab Syafi’l, (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 22.
5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatat Hukum Perbankan
Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 87.



kewajiban yang timbul dari masyarakat maupun keluarga. Hukum
perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil yang
mengatur tentang kepentingan-kepentingan perdata dari setiap subjek
hukum dan hukum perdata formil yang mengatur tentang bagaimana cara
seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.
Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu persetujuan yang mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.®

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran
yang telah ditentukan.” Oleh karena itu metode penelitian merupakan faktor
yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian
tergantung dengan tepat tidaknya metode yang digunakan. Agar penelitian ini
memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak

menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni:

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian  hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan
dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan tema

¢ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), 126.



yang diambil untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas. Selain
itu penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang
bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak
diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang bersikan pengetahuan
ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang
diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku,
jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum lainnya.® Penelitian ini
membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang jual beli uang seri
cantik menurut Figh Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual
mengantarkan penulis untuk beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama yang
berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan
pengaturan tentang jual beli uang dalam Figh Muamalah dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.’

3. Bahan Hukum
Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap data

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan

8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres,
2006), 118.

° Bahdar Johan Nasution, Metedologi penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008),

124.
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hukum tersier. Apabila seorang peneliti menemukan permasalahan yang
akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua
informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih
informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya.
Ada kalanya untuk menentukan isu hukumnya diperlukan informasi yang
bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu
memberi orientasi terhadap situasi yang demikian, jalan terbaik yang
dilakukan adalah memerlukan penelaah terhadap bahan hukum sekunder,
melalui bantuan data hukum sekunder tersebut isu hukum dapat
dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelitian terhadap data hukum
sekunder dapat diidentifikasi data hukum yang diperlukan.®
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi
pengertian tentang fakta yang diketahui maupun ide-ide, yaitu
mencakup buku, undang-undang serta kitab-kitab yang dijadikan
bahan penelitian, diantaranya yaitu Figh Muamalah dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang
merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a)
buku-buku teks yang membicarakan suatu dan beberapa
permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum (b)

kamus-kamus hukum (c) jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut

10 Bahdar Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, 98.
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merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer
atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kitab Al-Quran dan
Hadist, kamus, ensiklopedi, jurnal, dan sebagainya.!! Data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku mengenai
Figh Muamalah, Figh Islam Wa Adhilatuhu, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata serta skripsi atau jurnal yang sudah diteliti.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun
keseluruhan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan metode
pengumpulan data berupa dokumentasi yang mana penelitian ini tidak
membutuhkan terjun langsung pada subjek penelitian, namun hanya
melalui dokumen. Dokumen yang digunakan disini adalah buku-buku
yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu mengenai jual beli uang
dengan nomor seri cantik. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam buku
diperpustakaan, membeli buku yang berkaitan dengan penelitian yang
sedang dilakukan. Kemudian membaca dan memahami bagian-bagian
yang sekiranya diperlukan didalam penelitian.
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum
Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu
adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan

pendekatan yang digunakan. Maka model analisis yang digunakan

' Soperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 37.
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penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.'> Adapun analisis data yang
penulis gunakan adalah:
a. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan data (Editing), merupakan tindakan awal dari
pengolahan data yaitu dengan meneliti kembali data yang diperoleh
untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau
kurang lengkap. Jadi, dalam penelitian ini penulis akan mengecek
kelengkapan serta keakuratan data utama, yaitu referensi-referensi
yang berkaitan dengan jual beli uang dengan nomor seri cantik.

b. Kilasifikasi data (classifying)

Klasifikasi data (classifying) adalah pengelompokan data yang
diperoleh untuk memudahkan dalam mengolah data yang selanjutnya
dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Kilasifikasi
(classifying), setelah ada data dari berbagai sumber maka dilakukan
klasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh
terbukti kevalidannya. Hal ini bertujuan untuk memilah data yang
diperoleh dari referensi utama maupun referensi pendukung yang
nantinya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi data (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan
penulis untuk memperoleh data dari sumber yang bisa dipertanggung
jawabkan. Hal ini penulis melakukan pengecekan kembali data yang

sudah terkumpul dengan melihat sumber yang aslinya yaitu Kitab

12 Comy R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulan, (Jakarta:
Grasindo, 2010), 9.
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Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam figh muamalah guna
memperoleh keabsahan data.
d. Analisis (Analisying)

Analisis data adalah proses proses penyusunan data agar data
tersebut dapat ditafsirkan. Data tersebut nanti dikelompokkan
kedalam satu pola agar memudahkan dalam meneliti. Dalam
pedoman penulisan karya ilmiah, Sugiono berpendapat bahwa
analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi.'?

H. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini “Jual Beli Secara Online dengan Nomor Seri
Cantik (Tinjauan Figh Muamalah dan KUH Perdata)”. Jadi untuk
mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh penulis
mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan
mengenai jual beli uang. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan
terhadap beberapa sumber dengan permasalahan lain yang terkait dengan
permasalahan yang akan dibahas. Maka dibawah ini penulis paparkan
beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Endah Madinah dengan judul “Tukar menukar

uang pecahan baru dtinjau dari peraturan Bank Indonesia No.

13 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan
Karya llmiah, (Malang: UIN Press, 2012), 48.
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14/TAHUN 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili”, mahasiswi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang, Fakultas
Syarah Tahun 2012. Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana jika
tukar menukar uang pecahan baru ditinjau dari peraturan bank Indonesia.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian
ini bukan merupakan penelitian lapangan langsung yang menganalisis
sebuah fenomena di lapangan, akan tetapi penelitian ini menitik beratkan
pada pengumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku. Penelitian ini
juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa
pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili penukaran uang baru adalah haram
dengan alasan ‘illat yang ada pada uang sama dengan ‘illat yang ada pada
emas dan perak. Pendapat ini juga diperkuat dengan UU peraturan Bl No.
14 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penukaran uang hanya bisa
dilakukan di tempat tertentu.'*

2. Skripsi yang ditulis oleh Eny Wulansari dengan judul “Pandangan Tokoh
Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa
Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)” Mahasiswi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas
Syariah Tahun 2011. Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana
pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen dan bagaimana

pandangan tokoh Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa

14 Endah Madinah, Tukar Menukar Uang Pecahan Baru ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2012).
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Jatikalen Kebupaten Nganjuk. Peneitian ini termasuk jenis penelitian
empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai
sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam
penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sebab dari judul
yang diangkat mengacu kepada bagaimana pandangan tokoh agama
Islam terhadap transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat
di desa Jatikalen. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif,
yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data
tersebut berasal dari wawacara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen
lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa
transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen
lebih mengarah pada transaksi utang piutang, maka lebih tepat
menggunakan akad utang piutang bukan jual beli lagi.'>

3. Skripsi yang ditulis oleh Muflihatul Bariroh dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang hari
raya idul fitri” mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogjakarta Tahun 2012. Dalam skripsi ini mengkaji banyak persoalan
yang muncul dan berkembang dari transaksi ekonomi kontemporer saat
ini. Adapun salah satunya adalah semakin maraknya praktik penukaran
uang baru setiap menjelang hari raya idul fitri. Yaitu memberikan
sedekah kepada keluarga berupa sejumlah uang baru sebagaimana

layaknya hari raya idul fitri yang identik dengan seusatu yang baru.

15 Eny Wulansari, Pandangan Tokoh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di
Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2011).



16

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu

penelitian ini mengkaji bagaimana hukum islam memandang peristiwa

seperti ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu

sepadan nilainya.'®

data yang dikumpulkan berupa angka-angka dan data kepustakaan dan
dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
kesimpulan bahwa transaksi penukaran uang seperti ini adalah haram,

karena adaya aspek riba dalam transaksi tukar menukar yang tidak

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No | NAMA JUDUL PERSAMAAN | PERBEDAAN

1. | Endah Madinah | Tukar menukar | Sama-sama Penelitian ini
uang pecahan | membahas menggunakan
baru  dtinjau | pertukaran dasar dari
dari peraturan | uang  dengan | peraturan bank
Bank Indonesia | uang. Indonesia dan
No. pendarat Imam
14/TAHUN Wahbah  Az-
2012 dan Zuhaili.
Pendapat Imam
Wahbah  Az-
Zuhaili.

2. | Eny Wulansari Pandangan Sama-sama Penelitian ini
Tokoh  Islam | membahas fokus pada
Terhadap adanya  dana | bagaimana

16 Muflihatul Bariroh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru menjelang
Hhari Raya Idul Fitri, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).
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raya idul fitri.

ketentuan
penukaran

uang.

Transaksi Jual | tambahan yang | pandangan
Beli Avrisan | diperoleh salah | tokoh Islam
(Studi  Kasus | satu pihak dan | tentang
Di Desa | dianggap permasalahan
Jatikalen merugikan di desa
Kecamatan pihak lainnya. | tersebut.
Jatikalen
Kabupaten
Nganjuk).

3. | Muflihatul Tinjauan Dalam Fokus

Bariroh hukum islam | penelitian  ini | penelitian ini

terhadap sama-sama adalah
praktek menggunakan | bagaimana
penukaran jenis penelitian | hukum
uang baru | normatif  dan | pertukaran
menjelang hari | menjelaskan uang baru

menjelang hari
raya idul fitri,
bukan hukum

mejual uang.

Sistematika Pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang

logika pembahasan yang akan

digunakan dalam penelitian ini dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab

penutup, kesimpulan dan saran. Dalam pembahasan penelitian yang berjudul

“Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Figh Muamalah dan

KUH Perdata)”. Ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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Bab | Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang yang
menggambarkan alasan penulis mengambil judul yang diteliti, rumusan
masalah menggambarkan serangkaian permasalahan yang akan diteliti, tujuan
penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, batasan masalah agar
penelitian tetap fokus dan tidak meluas, manfaat penelitian yang hendak
dicapai dalam penelitian ini, definisi operasional yang menggambarkan
beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul
skripsi ini. Selanjutnya berisi metode penelitian yang berdiri dari jenis
penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan
hukum dan metode pengelolaan bahan hukum. Selanjutnya berisi tentang
penelitian terdahulu untuk memastikan orisinalitas penelitian dan yang terakhir
berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab Il Tinjauan Pustaka. Kajian Pustaka ini berisi mengenai penelitian
terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan
dengan penelitian yang dilakukan saat ini, kemudian selanjutnya kerangka teori
dalam bagian ini membahas tentang konsep jual beli, jual beli uang, teori riba
dan konsep jual beli dalam KUH Perdata.

Bab Il Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini adalah
pembahasan hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan oleh penulis
yang diperoleh dari sumber data. Pada bagian pertama membahas mengenai
jual beli uang dengan nomor seri cantik ditinjau dari Figh Muamalah dan
bagian kedua membahas jual beli uang dengan nomor seri cantik ditinjau dari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Bab V Penutup. Bab ini berisi dua poin yaitu kesimpulan dan saran.
Pertama, kesimpulan berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah
yang disajikan dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan rumusan masalah
yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, saran berisi tentang usulan atau
anjuran secukupnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian
untuk perbaikan di masa mendatang.

Daftar pustaka berisi literature yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli
1. Pengertian

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, Ibadah
dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia
dalam menjalankan kehidupan dan dasar membangun sistem
perekonomian yang sesuai dengan nila-nilai Islam. Muamalah
mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang
halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membantu satu sama lain
karena tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi, yakni transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah figh disebut dengan al-bai dalam bahasa
Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-
syira’ (beli). Dengan demikian kata al-bai’ berarti jual beli.

Jual beli (&) secara bahasa merupakan masadar dari kata (&-gL)
diucapkan bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata =
mengandung dua makna tersebut. Asal katanya dari kata §\4)-Cy karena
masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya
untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan
penjualan dan pembelian disebut oaill dari kata scal ’a\j artinya

menawarkan jual beli.

20
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Pengertian jual beli (') secara syara’ adalah tukar menukar harta
dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama
memberi pengertian bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta
meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah
dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara
tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung
hal-hal antara lain:

a. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar
menukar

b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang
dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

c. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi
seperti tidak sah untuk diperjual belikan.

d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah
pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya

ketetapan jual beli pemilikan abadi.!”

2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli merupakan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam,
hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam

Al-Qur’an, hadits serta ijma’.

17 Sekh Abdurahman as-sa’di, Figh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah (Jakarta: Senayan
Publishing, 20080, 143-144.
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Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang berkenaan dengan transaksi

jual beli diantaranya yaitu:

S 218 22 5 055 1) el 185 rw W% VT 0

4

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. ”/¢

Allah memberikan rambu-rambu agar dalam transaksi jual beli

berjalan sesuai dengan prinsip syari’ah yaitu menghindari perselisihan di
antara kedua belah pihak yakni perbuatan yang dilarang. Diantara
ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah
dilakukan secara suka sama suka. Seperti sabda Rosulullah yang

berbunyi:

S

2

—w

et b NERR0 (;L; mms&a&,}\ 0 4z o2 gl e, o

A Aty e by (JEJL/'@ U85 0 59 fa2) 1

Artinya: “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi saw.
Pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan,
apakah yang paling baik? Rasul saw. menjawab: usaha seorang dengan
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan
al-Hakim)

Hadits di atas dapat dipahami bahwa al-bai’ (jual beli) merupakan

perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling

membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

18 QS. An-Nisa (4): 29.
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Adapun ijma’ ulama menyepakati bahwa al-bai’ boleh dilakukan,
kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup
tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang
pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual
beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam
adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan
hidupnya.'’

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai
konsekuensi terjadinya peralihan ha katas suatu barang dar pihak penjual
kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum
ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama figih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu
bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Sighat (pernyataan)

Sighat yaitu ijab dan gabul (serah terima) antara penjual dan
pembeli dengan lafadz yang jelas (sarih) bukan dengan sindiran
(kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan
menimbulkan perbedaan.?°

Para ulama menetapan tiga syarat dalam ijab dan gabul, yaitu:
a) ljab dan gabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh

pihak yang melangsungkan akad.

19 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.
20 Hadi Mulyo, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 275.
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b) Antara ijab dan gabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan
kata-kata lain antara ijab dan gabul.

c) Antara ijab dan gabul harus bersambung dan berada di tempat
yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat
yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad
dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di
antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran
keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.?!

2) Agidayn (yang membuat perjanjian)

Agidayn yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya
harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang
hakika barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang
melakukan akad adalah sebagai berikut;

a) Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan beraallah
yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara
sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan
orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa
control pihak alinya, karena akan menimbulkan berbagai
kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan
sebagainya.

b) Tamyiz (dapat membedakan) sebagai pertanda kesadaran untuk

membedakan yang baik dan yang buruk.

2! Rachmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.
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c) Mukhtar (bebas atau kuasa memilih) yaitu bebas melakukan
transaksi jual beli lepas dari paksaan dan tekanan.?
3) Ma’qud ‘alaih

Ma’qud ‘alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Syaratnya
harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada
manfaatnya. Karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan
lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

Barang yang boleh diperjual belikan harus memenuhi lima
syarat, yaitu:

a) Suci
b) Bermanfaat
c) Milik penjual
d) Bisa diserahkan
e) Diketahui keadaannya®
4) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan
pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai
alat nilai tukar barang.

Adapaun harga yang dapat dipermainkan para pedagang
adalah:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

22 Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam
Berekonomi) (Bandung: Diponegoro, 1992), 79-81.
23 Hadi Mulyo, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, 378.
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b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun
secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu
pembayarannya pun harus jelas waktunya.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang
dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’
seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda tersebut itu
tidak bernilai dalam pandangan syara’.?*

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dar segi objek jual
beli dan segi pelaku jual beli. Adapaun pembahasan lebih lanjut sebagai
beikut.

Ditinjau dari segi benda yang djadikan objek jual beli ada tiga
macam:

a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad
jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan
penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat
banyak.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual
beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai
(kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang
seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian

sesuatu yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga

24 Hadi Mulyo, 379.
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masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan
ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli
yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau
masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan
kerugian salah satu pihak.?

Dari segi objeknya jual beli dapat dibedakan menjadi empat
macam, diantaranya vyaitu:

a. Bai’ al-mugayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang
lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

b. Bai’ al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara
tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutla, seperti
dirham, dolar atau rupiah.

C. Bai’ al-sharf, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan
tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat
pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

d. Bai’ as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan
berfungsi sebagai mabi’ melaainkan berupa dain (tangguhan)
sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa

‘ain  bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum

25 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.
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keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku
sebagai ‘ain.?¢
Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi
tiga bagian yaitu:

a. Jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan
oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan
yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan
pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau
surat-menyurat. Jual beli semacam ini sama dengan ijab qgabul
dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan
antara penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung dalam satu
majlis akad, akan tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini
diperbolehkan menurut syara’. Dalam pemahaman sebagian ulama,
bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja
jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam
satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara
penjual dan pembel tidak berada dalam satu majlis akad.

c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan
istilah mu 'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa

ijab dan gabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah

26 Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
141.
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bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian
memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan
cara demikian dilakukan tanpa ijab dan gabul antara penjual dan
pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi’iyah tentu hal ini dilarang,
tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi
membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-har dengan cara

yang demikian, tanpa ijab dan gabul terlebih dahulu.?’

B. Konsep Sharf (Jual Beli Uang)
1. Pengertian

Secara bahasa, al-sharf berarti tambahan. Al-sharf berasal dari kata
shorofa yang berarti membayar dengan penambahan.?® Sharf bisa
diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan
atau transaksi jual beli.?* Dalam kamus istilah figh, disebutkan bahwa
ba’l sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan
emas).’’

Sharf dalam syariat Islam adalah bentuk jual beli nagdain baik
sejenis maupun tidak. Yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan
perak, atau emas dengan perak baik telah berbentuk perhiasan maupun
mata uang. Transaksi sharf ini dibolehkan, karena Nabi saw.

membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika

27 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 77-78.

28 M. Abdul Mulib, Kamus Istilah Figih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 34.

2% Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatat Hukum Perbankan
Indonesia,), 87.

30'M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Figih, 34.
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jenisnya sama dan ukurannya sama, atau jenisnya berbeda walaupun ada
ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ke
tangan (kontan).

Sharf juga dartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta
lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing),
dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalya
rupiah dengan rupiah) mampun yang tidak sejenis (misalnya rupiah
dengan dolar atau sebaliknya).?! Pendapat lain mengatakan bahwa sharf
adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran
valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang
domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Menurut Sutan Remmy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul
“Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, mendefinisikan sharf sebagai kegiatan memperjualbelikan
uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur figih
klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan
dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham.??

2. Dasar Hukum

Transaksi sharf merupakan transaksi yang dperbolehkan dalam

Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan

dalam Al-Qur’an dan as-Sunnahh. Landasan syar’l tentang sharf

31 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatat Hukum Perbankan
Indonesia, 88.
32 Sutan Remy Sjahdeini, 88.
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disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang

berbunyi:

2
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. "%

Adapun jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktek

sharf, antara lain hadits Ibnu Umar r.a:
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Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali
beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat
lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya
sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan
janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu
terhutang.” (HR. Bukhari).?*

Hadits diatas menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang yang
jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan
secara tunai. Yang dimaksud tunai disini yakni pembayarannya harus
dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh dihutang.

3. Rukun Sharf

Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi adalah beberapa hal

sebagai berikut:

33 QS. An-Nisa (4): 29.
3% 1bnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang:
CV. Asy-Syifa’, 1990), 154.
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a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta
untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan
dan akan membeli valuta.

b. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si rus sharf (nilai tukar)

c. Shighat, yaitu ijab dan gabul.*’

4. Syarat Sharf
Secara umum, ada beberapa syarat sharf yaitu:

a. Adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri
Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi riba nasiah (riba
penagguhan).

b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang sejenis.

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan
perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan
kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas
dan bentuknya.

c. Terbebas dari hak khiyaar syarat
Dalam akad sharf tidak diperbolehkan adanya khiyaar syarat bagi
keduapihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena
dalam akad sharf ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk
kepemilikan). Hak khiyaar bisa menghapuskan gabd yang
merupakan syarat akad tadii guna memperoleh kepastian barang.
Oleh karena itu, bila khiyaar ini disyaratkan maka akad sharf akan

batal.

35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 110.
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d. Akad dilakukan  secara  kontan  (tidak  boleh  ada
penangguhan).Apabilah syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya
menjadi fasid (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima
kedua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum

berpisah.*®

C. Teori Riba

1. Pengertian

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh.
Akan tetapi, tidak setiap tambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh
Islam.?” Riba secara bahasa bermakna Ziyadah (tambahan). Dalam
pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.
Adapun menurut istilah teknis, riba’ berarti pengambilan tambahan dari
harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam
menjelaskan riba’, namun secara umum terdapat benang merah yang
menegaskan bahwa riba’ adalah pengambilan tambahan, baik dalam
transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau
bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.3®

Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan kita semua dengan

firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

36 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2007), 279.
37 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani,

2000), 22.

38 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),

37.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu >

Kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, lbnu al-
Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan,
pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang di maksud
riba dalam ayat Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa
adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan

syariah.*

Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud adalah
transaksi bisnis atau komersial yang melegetimasi adanya penambahan
tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa. Dalam
transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat
sewa yang dinikmati, termasuk menurunya nilai ekonomis suatu barang

karena penggunaan si penyewa.

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama figh.

Berkut ini adalah definisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab:

9 Qs. An-Nisa’ (4): 29.
40 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, 38.
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a. Golongan Hanafi
Riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan
timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam
tukar-menukar.

b. Golongan Syafi’i
Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui
kesamaan takarannya aupun ukurannya waktu dilakukan transaksi
atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang
dipertukarkan salah satunya.

c. Golongan Maliki
Golongan ini mendefinisikan hampir sama dengan definisi yang
dikemukakan oleh Imam Syafi’l, hanya berbeda pada illatnya.
Menurut mereka illatnya ialah pada transaksi tidak kontan ada bahan
akanan yang tahan lama.

d. Golongan Hambali
Riba menurut syara’ adalah tambahan yang diberikan pada barang
tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau
ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah

yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.*!

2. Macam-Macam Riba
Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut

atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan

41 Abu Sura’i, Bunga Bank dalam Islam, 24-25.



36

waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri

dari tiga unsur yakni:

a. Tambahan atas uang pokok

b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu

c. Pembayaran sejumlah tamnahan yang menjadi syarat dalam tawar-
menawar.*

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam
yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi
karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau
barang serupa. Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi
dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang putang dan riba yang
berhubungan dengan jual beli.

Pada kelompok utang-piutang, riba terbagi menjadi dua macam,
yaitu:

a. RidaQard

Riba gard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu
yang disyaratkan terhadap yang berutang (mugtarid). Riba gard atau
riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba
nasi’'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan
uang senilai Rp100.000 lalu disyaratkan untuk memberikan
keuntungan ketika pengembalian.

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa

para ulama sepakat jika ada orang yang memberikan utang

42 Muhammad Nafik H.R, Benarkah Bunga Haram? (Surabaya: Amanah Pustaka: 2009), 94.
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menyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan
tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka
pengembalian tambahan tersebut adalah riba.**
b. Riba Jahiliyah
Riba Jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya

karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu
yang telah ditetapkan.*
Adapun pembagian riba padakelompok kedua atau riba dalam jual

beli juga terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Riba Fadl

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar
atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipetukarkan itu
termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi
terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum.sya’ir (salah satu
jenis gandum), kurma dan garam.*’

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat
diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua
persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) dan
pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus
sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara

kedua barang.

4 Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Riyadh: Dar Alim Al-Kutub, 1997), 245.
4 Muhammad Syafi’ Antonio, Bank Syariah, 41.
4 Muhammad Syafi’ Antononio, 42.
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b. Riba Nasi’ah
Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan
jenia barang ribawi yang dipertukarkan dengan jens barang ribawi
lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan
atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan
kemudian.*¢
Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba gard dapat digolongkan
dalam riba nasi’ah. Riba nasi’ah terkenal dan banyak berlaku di
kalangan Arab Jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang
menyebutnya dengan riba jahiliyah.
Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang
diharamkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang

piutang.

3. Hukum Riba
Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja
melainkan juga menjadi permasalahan dalam agama atau kepercayaan
lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi,
Yunani dan juha Romawi. Kalangan Kriten pun dari masa ke masa juga

mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.*’

46 Muhammad Syafi’ Antonio, Bank Syariah, 42.
47 Muhammad Syafi’ Antonio, Bank Syariah, 43.
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Adapun laragan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak
diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam emat tahap. Empat
tahap tersebut adalah:

a.  Menolak anggaan bahwa pinjaan riba yang pada zahirnya seolah-
olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan
tagarrub kepada Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-

Rum ayat 39 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan
agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak
menambah pada sisi Allah. Dan adapa yang kamu berikan berupa
zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka
(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).”**

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan
sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau
interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah
diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut
muncul praktik riba yang diniatkan unuk menambah kekayaan yang
dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang

akan bertambah, namun tidak ada keberkahan dalam kekayaan

tersebut.

4 QS. Ar-Ruum (30): 39.
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b.  Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah mengancam akan
memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba.** Hal ini

tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 160-161 yang berbunyi:
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Artinya: “maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi,
kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baikbaik
(yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dank arena mereka banyak
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka
memakan riba, adahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya,
dank area memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa
yang pedih.”*°

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang
mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tdak
disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan
kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat

pedih.

c. Riba diharamakan degan dikaitkan kepada suatu tambahan yang
berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan
fenomena yang dapat dipraktikkan pada masa tersebut.>! Hal ini

dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

4 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, 103.
50 0S. An-Nisa’ (4): 160-161.
5 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, 104.
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Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Praktik riba bisa dipahami sebagai praktik menggadandakan nlai
dari nilai pokok di saat transaksi. Allah menjanjikan sebuah
keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertagwa,

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun
jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. banyak ayat-ayat Al-
Qur’an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan,
sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode
penetapan hukum riba.>® Hal ini tercantum dalam surat Al-Bagoroh

ayat 278 yang berbunyi:

f
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Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu

orang-orang yang beriman. ’*

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-

Qur’an, melainkan juga pada hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum

52.QS. Al-Imran (3): 130.
53 Abu Sura’i, Bunga Bank dalam Islam, 13.
34 QS. Al-Bagoroh (2): 278.
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hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang
digariskan melalui Al-Qur’an, pelanggaran riba dalam hadits lebih

terperinci.

D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Istilah “perdata” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga
(barger), pribadi (privat), dan sipil (civil). Hukum perdata berarti peraturang
mengenai warga, pribadi, dan sipil yang bekenaan dengan hak dan
kewajiban.>® Pada prinsipnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua
macam yaitu hukum publik (publicrecht) dan hukum privat atau perdata
(privatrecht). Hukum publik (publicrecht) adalah ketentuang-ketentuan
hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang
menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat (privatrecht)
adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat
keperdataan atau kepentingan pribadi. Istilah hukum perdata pertaa kali
diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai penerjemah dari
Burgerlijkrecht di masa penjajah Jepang.

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku
setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.
Hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum perdata materiil
dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-
kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formil

mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila

55 Ishag, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 151.
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dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formal mempertahankan hukum

perdata materiil karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan

hukumperdata materiil apabila ada yang melanggarnya.®

Adapun definisi hukum perdata menurut beberapa ahli adalah sebagai

berikut:3’

1. Menurut Van Dunne, hukum perdata adalah suatu peraturan yang

mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu,
seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perikatan. Sedangkan hukum
publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan. Definisi ini
mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan
individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Hal ini
untuk membedakan dengan hukum public yang pengaturannya

memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

2. Menurut H.F.A. Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-

norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan
perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam
perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan
kepentngan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu

terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

3. Menurut HS. Salim, hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan

kaidah-kaidah hukum (baik tertulis atau tidak tertulis) yang mengatur

56 Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 103.
7 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008),

10-11.
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hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain
dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.
Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi atas
empat buku atau bagian, yaitu Buku | tentang orang (van personen), berisikan
hukum perorangan dan hukum keluarga, Buku Il tentang benda (van zaken),
berisikan hukum harta kekayaan dengan hukum waris, Buku Il tentang
perikatan (van verbintennissen), berisikan hukum perikatanyang lahir dari
undang-undang dan dari persetujuan-persetujua atau perjanjian-perjanjian,
dan Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (van-bewijs ev verjaring),
bersikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan benda-
enda akibat lampau waktu (verjaring).
1. Perjanjian Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah
suatu perjanjian bertimbal balik yang mana pihak yang satu (si penjual)
berjanji untuk meyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak
yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri
atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Perikatan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak dinamakan
perbuatan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.
Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah
sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga mengandung
pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang yang
lainnya “koopt” (membeli). Dalam Bahasa Inggris jual beli disebut

dengan “sale” yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudut
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pandang si penjual), begitu pula degan Bahasa Perancis disebut hanya
dengan “vente” yang juga berarti penjualan”, sedangkan dalam Bahasa
Jerman disebut “kauf”’ yang berarti “pembelian”.5®

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, yang mana pihak
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.>

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, jual beli dikatakan sebagai
suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.5°

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jual beli
merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau
perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang
dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

2. Syarat Sahnya Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan

pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.®! Sedangkan

suatu perjanjian sapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat

58 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

39| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158.

60 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Pramita,
2004), 366.

61 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 366.
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yang telah diatur oleh Undang-Undang. Perjanjian tersebut diakui sah
dan mendapat akibat hukum (legally concluded contract). Menurut
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian
adalah sebagai berikut:

a. Ada persetujuan kehendak (consensus)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para
pihak mengenai pokok-pokok isi persetujuanyang dikehendaki oleh
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Persetujuan tersebut
sudah fnal dan tidak lagi dalam proses perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan
perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-
syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan
pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek
perjanjian sehingga tercapai persetujuan bagi kedua pihak.

Persetujuan kehendak tersebut bersifat bebas, artinya tidak ada
paksaan ataupun tekanan dari manapun juga, sepenuhnya atas
kemauan sukarela para pihak. Suatu perjanjian dapat mengandung
cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal
yang tidak dikehendaki seperti adanya paksaan.

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum
adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang

yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang
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yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau

sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Dalam

perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang

Noor 1 Tahu 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak

berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18

tahun. Seseorang yang telah dewasa dan tidak cakap melakukan

perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

1) Orang-orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh di bahwa pengampuan, yaitu jika yang
bersangkutan gila, dungu, mata glap, lemah akal, atau pemboros.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah
perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjan
kepada hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjan
tesebut tetap berlaku bagi para phak yang terkait dengan perjanjian
tersebut.®2

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang
wajib dipenuhi (prestasi) disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan
mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk
memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi
pokok perjanjian atau objek perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila
tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal

(nietif, void).

62 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 341.
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d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau
mendorong orang untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam Pasal
1335 KUH Perdata disebutkan bahwa, “suatu perjanjian tanpa sebab,
atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu dan terlarang,
tidak mempunyai kekuatan”. Akan tetapi dalam Pasal 1336 KUH
Perdata disebutkan, “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada
sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang
dinyatakan, perjanjian yang demikian adalah sah”. Sebab yang halal
menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah sebab yang tidak dilarang
oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun
ketertiban umum.?

Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang,
jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk
menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan
kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan
ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang
satu dan daerah atau kelompok masyarakat yang satu lainnya. Selain
itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula diubah-ubah

sesuai dengan perkembangan zaman.®

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 342.
64 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 329.
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A. Analisis Terhadap Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik Menurut
Figh Muamalah
Sejak dulu jual beli memang sudah dilakukan, salah satunya adalah jual
beli uang yang bisa disebut dengan sharf. Menurut Sutan Remmy Sjahdeini
dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam
Tata Hukum Perbankan Indonesia, mendefinisikan sharf sebagai kegiatan
memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis.
Pembahasan dalam literatur figih klasik, hal ini dikemukakan dalam bentuk
jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan

dirham.®

Sistem jual beli ada yang menggunakan sistem bertemu langsung
dengan pembeli dan menggunkaan sistem online. Jual beli sistem online
sendiri adalah sebuah kegiatan jual beli yang menggunkan media internet
untuk mencapai tujuannya. Salah satu contoh jual beli dengan situs online
adalah jual beli uang yang memiliki nomor seri yang cantik. Uang dengan
nomor seri cantik tergolong dalam kategori uang unik karena merupakan
uang langka sehingga dalam penjualannya memiliki harga di atas nominal
aslinya. Seperti contoh dalam sebuah situs online shop terdapat seorang yang

menjual uang pecahan 100.000 rupiah bernomor seri cantik dengan harga 25

65 Sutan Remy Sjahdeini, 88.
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kali lipatnya yaitu 2.500.000 rupiah. Uang tersebut masih berlaku dan beredar

sebagai alat tukar sah di Indonesia.

Dalam ajaran Islam jual beli uang atau sharf merupakan jual beli yang
diperbolehkan, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi dengan baik dan benar.
Adapun jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktek sharf, antara

lain hadits Ibnu Umar r.a:
B30 1525 Y ek JE et 13225 Y5 i M V) L sl Rz Y

66 2 1B e @ 304 K. Mo P - ¥ ‘fi.’.'.’/ °o 2,2 % . Y
Vel Bl e saiS 5 ek B Wlaki ass V3 Jis Sk ) 8y
Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali
beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat lainnya.
Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama.
Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah
menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang.” (HR.
Bukhari).
Hadits diatas menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang yang
jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara

tunai. Yang dimaksud tunai disini yakni pembayarannya harus dilakukan

seketika itu juga dan tidak boleh dihutang.

Salah satu syarat sharf disebutkan bahwasannya dalam jual beli harus
adanya kesamaan ukuran jika kedua barang sejenis. Namun dalam praktiknya,
hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sharf yang ada. Dalam penjualan
online uang dengan nomor seri cantik, yang menjadi objek jual beli adalah
uang, sehingga terdapat kesamaan antara objek dengan alat pembayaran yang

digunakan yaitu sama-sama berupa uang. Dalam praktik, penjual uang unik

% lbnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang:
CV. Asy-Syifa’, 1990), 154.
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ini mematok harga di atas nominal terlalu jauh, sehingga tidak mempunyai
kesamaan ukuran meskipun kedua barang sejenis sehingga jual beli seperti ini
tidak sesuai dengan syara’. Jual beli semacam ini tidak boleh dilakukan
sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu

Sa’id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
SeaV] cadll Coalll lgaesY tokog ade 8 Lo @l Jgw) O (g dnen ) 2
e LeanlsisVy ¢ a6 SeaV) 2aill 2l lmesVy (o e LgamlyiisVy ¢ Jis
(ks 3it) . rleld B L Lte lsnes Yy ¢y

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan
seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain.
Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan
janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu
menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai
(ada)". (H. Muttafaq Alaihi).¢’

Hadist di atas menunjukan bahwa menjual emas dengan emas atau
perak dengan perak tidak diperbolehkan jika tidak sama ukurannya, tidak ada
salah satunya melebihi yang lain. Jika berlainan, misalnya jual beli emas
dengan beras hukumnya diperbolehkan dengan syarat harus kontan. Jumhur
ulama’ sepakat, jual beli emas dengan perak lantakan dengan emas atau perak
yang sudah menjadi perhiasan tidak diperbolehkan. Namun berbeda pendapat
dengan Mu’awiyah yang memperbolehkan jual beli emas dengan perak
lantakan dengan emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan. Menurut

Mu’awiyah hal tersebut diperbolehkan dengan alasan bertambahnya unsur

57 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Abdurrahman, Haris Abdullah “Bidayatul Mujtahid”,
145.
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kebiasaan.®® Apabila kita kaitkan dengan contoh di atas, maka menurut
jumhur ulama jual beli uang dengan nomor seri cantik tidak diperbolehkan,
karena harga beli uang dengan nomor seri cantik tersebut tidak sama
ukurannya, namun berbeda apabila kita kaitkan dengan contoh yang
dikemukakan oleh Mu’awiyah, jual beli uang dengan nomor seri cantik
diperbolehkan karena unsur kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang

mengagumi barang-barang unik seperti uang dengan nomor seri cantik.

Jual beli uang dengan nomor seri cantik merupakan jual beli uang yang
dalam penjualan uang tersebut penjual mematok harga yang jauh di atas harga
nominal uang yang diperjualbelikan. Nomor-nomor seri dari setiap uang
kertas mempunyai nomor seri yang cantik dan tidak pernah sama atau
terulang. Nomor seri yang dianggap cantik dianggap membawa
keberuntungan menurut budaya China adalah nomor seri yang memiliki
angka urut 888 atau 999, karena menurut mereka angka 8 dan angka 9
merupakan angka terbesar dari angka-angka yang lain dan dianggap keramat
sebagian orang.®® Selain itu, bukan angka saja yang menentukan keunikan
dari uang tersebut, tetapi dari huruf yang tertera dalam uang tersebut
menyerupai nama seseorang. Huruf dan angka pada nomor seri uang yang
dianggap unik tersebut mempunyai nilai tukar lebih tinggi dari nominal yang

sebenarnya sehingga harganya bisa berlipat ganda.

Namun uang dengan nomor seri cantik bukanlah termasuk dalam

kategori uang kuno karena uang ini masih sah dan berlaku di masyarakat.

% 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 146.
% Bukalapak, diakses pada tanggal 27 November 2019.
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Disebut uang kuno karena uang tersebut berlaku pada zaman dahulu yang
sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar dan termasuk dalam ketegori uang
langka seperti uang kertas kuno Rl nominal 1 rupiah atau uang kertas kuno RI
bernominal Rp0,5. Apabila dalam penjualan uang dengan nomor seri canik
selisih antara nominal dengan harga yang ditawarkan atas nominal tersebut
sangatlah jauh, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai riba karena
terdapat tambahan harga dalam penjualannya. Riba adalah pengambilan
tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara
batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.”® Apabila
uang yang diperjualbelikan masuk dalam kategori uang kuno maka hal
tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan tambahan harga yang ditetapkan
merupakan upah bagi penjual mengingat tingkat kesulitan yang dihadapi

untuk mendapatkan uang kuno tersebut.

Jual beli uang dengan nilai yang sama bisa saja dilakukan, namun
kegiatan tersebut harus melalui syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar
hukumnya sah. Yang pertama, adanya persamaan Kkuantitas tanpa
memperhatikan baik dan buruknya. Hal ini berdasarkan pada hadist yang
diriwayatkan oleh Muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah dengan

membawa sedikit kurma, Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya:

7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, 37.



54

S5 sl e W Lo JUS Lplay pelolf Ly dl Jaun)l @ o JWBILE o Lials
THis o Wigrsl 2621 smy & 093,

Artinya: "Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi:
"Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu
sha'." Rasulullah lantas bersabda lagi: "Yang demikian itu riba.
Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dengan setelah itu belilah untuk
kita dari jenis ini".

Yang kedua, tidak boleh manangguhkan salah satu barang, bahkan
pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.”? Kedua syarat tersebut
menandakan jual beli uang pada dasarnya memang dilarang karena

mengandung riba, namun ada beberapa hal yang membolehkan jual beli uang

dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Namun yang menjadi permasalahn adalah selisih antara harga nominal
dengan harga jual yang berlipat ganda. Hal ini merupakan riba yang masuk
dalam kategori riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis
dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipetukarkan itu
termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi terdiri
atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum sya’ir (salah satu jenis

gandum), kurma dan garam.”

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat
diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu

transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) dan pada saat terjadinya akad

"I HR. Bukhari No. 1838.
72 Sayid Sabiq, al-Figh al-Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, “Figh Sunnah”, 123-124.
3 Muhammad Syafi’ Antononio, 42.
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dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya

walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Berbeda halnya dengan adanya kelebihan dalam menjual uang jika
ditinjau dari segi akad, maka itu dianggap upah yang berhak diterima oleh
orang yang sudah mengkoleksi dan memelihara uang tersebut. Sehingga sah
adanya bila kelebihan tersebut diterima oleh pengeluar jasa. Adapun yang
memyebabkan haramnya jual beli uang adalah adanya unsur ribawi dalam

uang. Rasulullah SAW bersadba:

/////
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Artinya: “Dari Abu Hurayrah, katanya: Rasulullah SAW bersabda,
“Jual beli kurma dengan kurma, biji gandum dengan biji gandum, tepung
dengan tepung, garam dengan garam harus sama dan langsung serah terima.

Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia melakukan
riba kecuali yang warnanya berbeda.”

Yakni uang dianggap sama dengan emas dan perak karena dilihat
sebagai alat tukar, sehingga ketika uang tersebut dijadikan objek jual beli,
maka uang yang diterima masing-masing pihak harus sama nilainya. Jika
tidak, maka jual beli tadi bisa mengandung unsur riba, karena merupakan
ketentuan dari jual beli barang sejenis adalah harus sama nilai yang didapat
dan secara kontan. Adapun yang dimaksud riba disini adalah riba fadl, karena

adanya kelebihan pembayarannya, atau tambahan dalam salah satu barang

"1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “Bidayatul Mujtahid Wa
Nihayatul Mugtashid, 705
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yang ditukarkan.” Hal ini ditinjau dari kesamaan uang dengan emas dan

perak sebagai alat tukar, sehingga kelebihan yang ada bisa tergolong riba.

Analisis Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Manusia adalah makhluk sosial, setiap manusia pasti membutuhkan
orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dari
latar belakang yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut maka akan
saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia
semakin hari semakin berubah, dengan perubahan ini maka akan timbul

permasalahan dalam perekonomian maupun sosial.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah lepas dari transaksi
jual beli, karena jual beli adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Seiring perkembangan teknologi, model jual beli semakin beragam
dan mudah. Kegiatan jual beli tidak perlu lagi bertemu dengan penjual atau
pembeli, namun cukup dengan menggunakan fasilitas internet yaitu Online
Shop. Dengan adanya kegiatan jual beli seperti ini menyebabkan adanya
pertambahan di sektor perekonomian. Hal ini membuat sebagian besar
masyarakat  berfikir  kreatif untuk dapat mengembangkan sektor
perekonomian mereka sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi, salah satu
cara tersebut dengan melakukan bisnis jual beli uang secara online yang

memanfaatkan nomor seri cantik pada uang.
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Menurut ketentuan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
jual beli diatur dalam Pasal 1457 yang menyebutkan bahwa jual beli adalah
suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu
barang atau benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli

mengikat diri berjanji untuk membayar harga.”®

Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman modern ini terdapat banyak
orang khususnya kolektor yang memanfaatkan uang dengan nomor seri cantik
untuk dijual kepada kolektor lain dengan harga tinggi karena dianggap unik
dan langka di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX dan lain
sebagainya. Adapun teknis dari transaksi ini adalah penjual mempunyai dua
lembar uang 100.000 rupiah dengan nomor seri LCHO12338 dan
LCHO12339, kemudian dia menjual dua lembar uang 100.000 rupiah tersebut

dengan harga 5.000.000 rupiah.””

Kegiatan jual beli seperti ini tentu sangat menguntungkan untuk
masing-masing pihak. Penjual mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda
sedangkan pembeli mendapatkan barang koleksi yang langka. Namun, yang
menjadi masalah di sini adalah uang yang diperjualbelikan tersebut masih
berlaku dan disahkan oleh Bank Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa
tambahan uang yang didapatkan dari hasil penjualan adalah upah atau jasa
atas susahnya mendapatkan uang dengan nomor seri cantik tersebut, karena
dalam mendapatkan uang tersebut membutuhkan tenaga dan yang lainnya.

Namun, jika uang tersebut upah atau jasa maka nilainya terlalu besar.

76 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), 181.
77 Bukalapak, diakses tanggal 27 November 2019.
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Jual beli tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian antara pihak penjual
dan pihak pembeli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri
perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah
suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih. Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara

para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat.”®

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sah
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, diantaranya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap
untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
Begitupun dengan jual beli uang dengan nomor seri cantik, jual beli dengan
model seperti itu dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya
memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang sudah disebutkan dalam Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Peneliti menelaah bahwa ada beberapa syarat yang wajib
diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu
kesepakatan para pihak. Kesepakatan disini berarti tidak ada unsur
pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sepakat
juga dinamakan kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok
dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Begitupun dalam jual

78 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 282.
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beli uang dengan nomor seri cantik, apabila dalam jual beli uang dengan
dengan nomor seri cantik penjual dan pembeli sepakat dengan perjanjian
yang ada, maka dapat dikatakan jual beli dengan model seperti ini sah
dilakukan. Meskipun harga jual uang dengan nomor seri cantik dipatok
berkali-kali lipat dari nomimal aslinya, namun harga tersebut sudah
diinformasikan kepada pembeli sebelum pembayaran dilakukan. maka dalam

hal ini tidak ada unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Kedua, cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Cakap artinya
kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk membuat suatu
perjanjian. Perbuatan hukum sendiri berarti segala perbuatan yang dapat
menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan suatu
perbuatan hukum sendiri adalah orang yang dapat dikategorikan sebagai
orang yang dewasa yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1330 adalah berumur 21 tahun. Apabila kita kaitkan dengan perjanjan
jual beli antara pihak penjual dan pembeli uang dengan nomor seri cantik,
maka jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sudah dewasa yang
merupakan kolektor barang langka. Anak kecil dan orang yang dalam

pengampuan tidak sah apabila melakukan suatu transaksi jual beli.

Ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan objek
perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang
berupa jasa atau barang namun dapat juga tidak berbuat sesuatu. Dalam hal
ini yang menjadi objek perjanjian adalah barang, yakni berupa uang yang

memiliki nomor seri cantik.
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Keempat, suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah bahwa isi
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak disebutkan mengenai sebab yang halal. Dalam transaksi
jual beli uang dengan nomor seri cantik yang menjadi sebab yang halal adalah
jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa melanggar
peraturan peundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum namun
berbeda apabila apa yang menjadi objek perjanjian (uang dengan nomor seri

cantik) diperoleh dari kegiatan yang melanggar peraturan seperti mencuri.

Dua syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua yakni
kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif karena
mengenai orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila
syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut
dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu
adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara
tidak bebas. Sedangkan syarat ketiga dan keempat yakni suatu hal tertentu
dan sebab yang halal merupakan syarat objektf, karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh
kedua belah pihak. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka
akibatnya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali
sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di

kemudian hari.
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Dalam pemaparan yang telah diuraikan penulis di atas, maka dapat
disimpulkan bahwasannya jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian
sudah sesuai karena dalam prosesnya jual beli tersebut para pihak telah
sepakat untuk melakukan transaksi terbukti dengan pembeli tidak merasa
tertipu meskipun meskipun harga yang dipatok berkali-kalilipat dengan
nominal aslinya dan yang melakukan transaksi jual beli uang dengan nomor
cantik dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa yang rata-rata sebagai
kolektor barang langka. Mengenai suatu hal tertentu adalah uang khusus yang
memiliki nomor seri cantik (angka-angka serinya berurutan atau menyerupai
nama orang) termasu barang yang halal apabila diperjual-belikan. Oleh
karena itu jual beli uang dengan nomor seri cantik termasuk kategori jual beli
yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat

sahnya perjanjian.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bardasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Fighh Muamalah
merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi
salah satu syarat sah jual beli sharf yaitu adanya kesamaan ukuran jika
kedua barang sejenis, yakni uang dengan uang. Penjual dalam jual beli
uang seri cantik mematok harga yang berkali lipat dari nominal yang
tertera dalam uang tersebut, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori
riba fadl. Jika uang yang diperjualbelikan masuk dalam kategori uang
antik, maka hal tersebut boleh dilakukan karena tambahan biaya yang
dikenakan bersifat upah, namun yang terjadi dalam jual beli uang dengan
nomor seri cantik ini adalah uang yang masih sah dan berlaku di
masyarakat sehingga termasuk riba fadl.

2. Jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian sudah sesuai karena
dalam prosesnya jual beli tersebut para pihak telah sepakat untuk
melakukan transaksi dan yang melakukan transaksi jual beli uang dengan
nomor cantik dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa yang rata-
rata sebagai kolektor barang langka. Mengenai suatu hal tertentu adalah
uang khusus yang memiliki nomor seri cantik (angka-angka serinya

berurutan atau menyerupai nama orang) termasuk barang yang halal
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apabila diperjual-belikan. Oleh karena itu jual beli uang dengan nomor
seri cantik termasuk kategori jual beli yang diperbolehkan karena sudah

sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

B. Saran

1. Bagi para akademisi
Penelitian tentang Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik dalam
Tinjauan Figh Muamalah dan Kitab Unbdabg-Undang Hukum Perdata
akan banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan bagi para
pembaca dengan memperlajarinya secara teoritis.

2. Bagi pelaku ekonomi
Penelitian ini memberikan informasi bahwa untuk melakukan transaksi
jual beli uang sebaiknya dilakukan di Bank atau kantor yang berwenang
untuk melakukannya sehingga meminimalisir terjadinya penipuan atau
hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Kepada pemetintah
Agar segera melakukan tindakan bagi para pelaku jual beli uang baik
secara online maupun offline sehingga tidak terjadi hal yang bersifar

merugikan bagi salah satu pihak.
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